
 

 
 
 

 

BUPATI SUKAMARA 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA 

NOMOR  16  TAHUN 2012 
 

TENTANG 
 

PENGAKUAN  PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA 

KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SUKAMARA  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
 

BUPATI SUKAMARA, 
 

Menimbang : a. bahwa kedudukan barang daerah sebagai salah satu unsur 

penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan daerah, sehingga perlu dikelola secara tertib 
agar dapat dimanfaatkan secara optimal guna mendukung 

penyelenggaraan otonomi daerah; 

b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan 

keuangan daerah, barang milik Pemerintah Kabupaten 
Sukamara yang telah digunausahakan oleh Perusahaan 

Daerah Air Minum Kabupaten Sukamara perlu ditetapkan 
statusnya menjadi penyertaan modal daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Pengakuan Penyertaan Modal Pemerintah 

Kabupaten Sukamara Kepada Perusahaan Daerah Air Minum 
Kabupaten Sukamara; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan 
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2387); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, 

Kolusi, dan  Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851);  

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan 
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten 

Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, 
Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan 

Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

 

 



5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4756); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang 
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490). 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578). 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593). 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4737); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5165); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang 

Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 



17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2004 

tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sukamara Tahun 2004 Nomor 02); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 14 Tahun 
2006 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kabupaten 

Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 
2010 Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 14 Tahun 
2006 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kabupaten 

Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 
2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Sukamara Nomor 11); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 07 Tahun 

2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 
Kabupaten Sukamara kepada Perusahaan Daerah Air Minum 
(PDAM) Kabupaten Sukamara sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 06 
Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 
2012 Nomor 6); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN SUKAMARA 

 

dan 
 

BUPATI SUKAMARA 
 

MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAKUAN PENYERTAAN 

MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA KEPADA 

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SUKAMARA. 
 

Pasal  1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
 

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sukamara. 
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Sukamara sebagaimana unsur penyelenggaraan 
pemerintahan daerah. 

4. Bupati adalah Bupati Sukamara. 
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan 
Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh 
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
6. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, selanjutnya disebut 

penyertaan modal, adalah pengalihan kepemilikan barang 

milik Daerah dan/atau uang yang semula merupakan 
kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai 

modal/saham Daerah. 



7. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau 

diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah atau perolehan lainnya yang sah. 

8. Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang didirikan 
berdasarkan Peraturan Daerah yang modal untuk seluruhnya 
atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang 

dipisahkan. 
9. Perusahaan Daerah Air Minum, yang selanjutnya disingkat 

PDAM adalah PDAM Kabupaten Sukamara. 
10. Dividen adalah keuntungan/bagi hasil yang diperoleh 

Pemerintah Daerah dari penyertaan modal yang merupakan 

pendapatan daerah. 
11. Pendapatan Asli Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang 

diakui sebagai penambah nilai kekayaan daerah. 

Pasal  2 

Pengakuan penyertaan modal bertujuan untuk : 

a. memisahkan Barang Milik Daerah yang telah 
digunausahakan oleh PDAM; 

b. mendorong laju pertumbuhan perekonomian Daerah; dan 
c. memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah. 

 
Pasal  3 

Barang Milik Daerah yang telah diserahkan ke PDAM selama 
kurun waktu dari Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2012 
sebesar Rp. 4.480.762.407,- (empat milyar empat ratus delapan 

puluh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu empat ratus tujuh 
rupiah), dengan rincian sebagai berikut : 

a. Tahun 2007 aset PDAM yang berasal dari Pemerintah 
Kabupaten Kotawaringin Barat yang sudah diserahkan 
kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara sebesar    

Rp. 1.525.632.047 (satu milyar lima ratus dua puluh lima 
juta enam ratus tiga puluh dua ribu empat puluh tujuh 
rupiah); 

b. Tahun 2007-2011 aset PDAM yang berasal dari Dinas 

Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara sebesar                   
Rp. 1.631.530.860,- (satu milyar enam ratus tiga puluh satu 
juta lima ratus tiga puluh ribu delapan ratus enam puluh 

rupiah), dengan rincian sebagai berikut :  

1. Rehab Gedung Kantor PDAM Tahun 2007 sebesar            

Rp. 197.649.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta enam 
ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) ditambah biaya 

konsultan sebesar Rp. 19.764.900,- (sembilan belas juta 
tujuh ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus rupiah); 

2. Pemasangan Pagar Kawat Berduri Tahun 2008 sebesar     
Rp. 49.950.000,- (empat puluh sembilan juta sembilan 

ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah biaya konsultan 
sebesar Rp. 4.995.000,- (empat juta sembilan ratus 

sembilan puluh lima ribu rupiah); 

3. Pembuatan Gudang Alat dan Bahan Kimia Tahun 2009 
sebesar  Rp. 248.941.000,- (dua ratus empat puluh delapan 
juta sembilan ratus empat puluh satu rupiah) ditambah 

biaya konsultan sebesar Rp. 12.333.110,- (dua belas juta 
tiga ratus tiga puluh tiga ribu seratus sepuluh rupiah); 



4. Pembuatan Rumah Intake Tahun 2010 sebesar                  

Rp. 243.750.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta tujuh 
ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah biaya konsultan 

sebesar Rp. 21.937.500,- (dua puluh satu juta sembilan 
ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah); 

5. Pembuatan jalan inspeksi/titian menuju rumah PDAM 
Pompa Intake Tahun 2010 sebesar Rp. 248.599.000,- (dua 

ratus empat puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh 
sembilan ribu rupiah) ditambah biaya konsultan sebesar     

Rp. 21.959.449,- (dua puluh satu juta sembilan ratus lima 
puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh sembilan 
rupiah); 

6. Pengadaan dan Pemasangan Sambungan Rumah (SR) 400 

unit di jaringan pipa PDAM Sukamara Tahun 2009 sebesar 
Rp. 298.286.000,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta 

dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ditambah biaya 
konsultan sebesar RP. 14.288.901,- (empat belas juta dua 
ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus satu 

rupiah); 

7. Pengadaan Sambungan Rumah (SR) lengkap dengan 
aksesorisnya 500 unit Tahun 2011 sebesar                      

Rp. 249.077.000.- (dua ratus empat puluh sembilan juta 
tujuh puluh tujuh juta rupiah). 

c. Tahun 2007-2008 aset PDAM yang berasal dari Sekretariat 
Daerah Kabupaten Sukamara sebesar Rp. 1.075.025.000,- 
(satu milyar tujuh puluh lima juta dua puluh lima ribu 

rupiah), dengan rincian sebagai berikut : 

1. Pengadaan Mobil Operasional Tahun 2007 sebesar            
Rp. 149.125.000,- (seratus empat puluh sembilan juta 
seratus dua puluh lima ribu rupiah); 

2. Pengadaan Fasilitas Kantor PDAM/Inventaris Kantor PDAM 

Tahun 2007 sebesar Rp. 49.900.000,- (empat puluh 
sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah); 

3. Tanah sebanyak 5 (lima) bidang Tahun 2008 sebesar         

Rp. 876.000.000,-  (delapan ratus tujuh puluh enam juta 
rupiah). 

d. Tahun 2008 aset PDAM yang berasal dari Dinas Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp. 25.100.000,- (dua 
puluh lima juta seratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai 

berikut: 

1. Pengadaan dan Pemasangan Teralis pintu dan jendela 

kantor PDAM Tahun 2008 sebesar Rp. 15.250.000,- (lima 
belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); 

2. Pengadaan Gorden Kantor PDAM Tahun 2008 sebesar     
Rp. 9.850.000,- (sembilan juta delapan ratus lima puluh 

ribu rupiah). 

e. Tahun 2012 aset PDAM yang berasal dari 

Disperindagkoptamben Kabupaten Sukamara sebesar                    
Rp. 223.474.500,- (dua ratus dua puluh tiga juta empat ratus 

tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah), dengan rincian 
sebagai berikut: 

1. Pemasangan Saluran Kabel Bawah Tanah untuk Pompa 
Intake sebesar Rp. 90.330.500,- (sembilan puluh juta tiga 
ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah); 



2. Pengadaan Submer Suble Kapasitas 20 liter/detik sebesar 

Rp. 133.144.000,- (seratus tiga puluh tiga juta seratus 
empat puluh empat ribu rupiah). 

 

Pasal  4 

Bantuan Uang Operasional dari Program Bantuan Optimalisasi 

Operasional PDAM yang sumber dananya dari Sekretariat Daerah 
Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2007 sebesar                
Rp. 498.234.680,- (empat ratus sembilan puluh delapan juta dua 

ratus tiga puluh empat ribu enam ratus delapan puluh rupiah), 
dengan rincian sebagai berikut: 

a. Transfer tunai dengan SP2D Nomor 624/SP2D/2007 sebesar 
Rp. 185.029.085,- (seratus delapan puluh lima juta dua puluh 

sembilan ribu delapan puluh lima rupiah); 

b. Transfer tunai dengan SP2D Nomor 777/SP2D/2007 sebesar 

Rp. 63.205.595,- (enam puluh tiga juta dua ratus lima ribu 
lima ratus sembilan puluh lima rupiah); 

c. Transfer tunai dengan SP2D Nomor 779/SP2D/2007 sebesar 
Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). 

Pasal 5 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Barang Milik 
Daerah dan bantuan uang operasional sebagaimana dimaksud 

Pasal 3 dan Pasal 4 dengan total nilai sebesar                            
Rp. 4.978.997.087,- (empat milyar sembilan ratus tujuh puluh 
delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan 

puluh tujuh rupiah) merupakan penyertaan modal dari 
Pemerintah Daerah kepada PDAM.  

Pasal  6 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara. 

 
 

 

Ditetapkan di Sukamara 
                                                                              pada tanggal  12 Desember 2012 

 

BUPATI SUKAMARA 
 

 

               ttd 
 

  AHMAD DIRMAN 
 

Diundangkan di Sukamara 
pada tanggal  31 Januari 2013 
 

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKAMARA 

 
                ttd 
 

SUMANTRI HARI WIBOWO  

 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2012 NOMOR 16 



PENJELASAN 

ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA  

NOMOR 16 TAHUN 2012 
 

TENTANG 

 
PENGAKUAN  PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA 

KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SUKAMARA  
 
 

UMUM 
 Definisi secara umum penyertaan modal adalah suatu usaha untuk memiliki 
perusahaan yang baru atau yang sudah berjalan  dengan melakukan setoran modal 

ke perusahaan tersebut. Sedangkan penyertaan modal pemerintah daerah adalah 
pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan 

yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan 
sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik daerah. 
 Dalam APBD, penyertaan modal Pemerintah Daerah ke dalam Perusahaan 

Daerah adalah salah satu bentuk kegiatan/usaha Pemerintah Daerah untuk 
meningkatkan pendapatan daerah guna mensejahterakan masyarakat. 

Berdasarkan peraturan perundang-undangan dinyatakan bahwa setiap penyertaan 
modal atau penambahan penyertaan modal kepada perusahaan daerah harus 
diatur dalam Perda tersendiri tentang penyertaan atau penambahan modal. Perlu 

diingat bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila 
jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenan telah ditetapkan 
dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal daerah berkenan. Penambahan 

penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah bersumber dari APBD tahun anggaran 
berjalan pada saat penyertaan atau penambahan penyertaan modal tersebut 

dilakukan. 
 Pengalihan kepemilikan barang dan uang operasional milik Pemerintah 
Kabupaten Sukamara dari Tahun 2007-2012 yang semula merupakan kekayaan 

milik daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan 
untuk diperhitungkan sebagai modal Pemerintah Kabupaten Sukamara pada 

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sukamara. 
 
PASAL DEMI PASAL  

 
Pasal 1 
 Cukup jelas. 

Pasal 2 
 Cukup jelas. 

Pasal 3 
 Cukup jelas. 
Pasal 4 

 Cukup jelas. 
Pasal 5 
 Cukup jelas. 

Pasal 6 
 Cukup jelas. 
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